
penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang dan Lingkungan Hidup berdasarkan prinsip demokrasi dan 
akuntabilitas dengan memerhatikan potensi daerah; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan pelayanan 
publik dalam pemberian Persetujuan Bangunan Gedung perlu 
dilakukan penyederhanaan dan efisiensi; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kendari. Nomor 1 Tahun 2013 
Tentang Retibusi lzin Mend.irikan Bangunan perlu disesuaikan 
dengan perkembangan peraturan Perundang-undangan dan 

kebutuhan masyarakat dalam pelayanan penerbitan Persetujuan 
Bangunan Gedung sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, per-Ju menetapkan Peraturan 
Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun J.995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat ll Kendari (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3602); 

Mengingat 

mernbiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan untuk 
Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan asli daerah 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI PBRSETUJUAN BANGUNAN GBDUNG 

1'ENTANG 

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 
NOMOR 8 TAHUJl :;10,-1 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

WALIKOTA KEN DARI 

1 
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Dalam Peraturan Daerah iniJang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah. sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang rnenjadi kewenangan pemerintah Kota Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pel.aksanaan penerapan Peraturan 

Perundang-undangan bidang bangunan gedung clan upaya penegakan hukurn. 

5. Sadan adalah sekumpulan. orang clan/ atau modal yang merupakan .kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komancliter, perseroan Iainnya, badan 
usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dcngan 
nama clan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSJ PERSETUJUAN 
BANGUNAN GEDUNG 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI 

dan 
WALIKOTA KENDARI 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneeia Nomor 

5587) sebagaimana telah d.iubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6-573). 



' 6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kernanfaatan lainnya yang dapat 
dinikrnati oleh orang pribadi atau Badan. 

7. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan 
lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang Bangunan Gedung, serta 
masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

8. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk 
mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, R'l'B dan/atau SBKBG. 

9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau 
merubah bangunan, yang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pernbayaran 
retribusi, termasuk pernasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu, 

11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau ternpat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 
kegiatan khusus. 

12. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah 
Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya eebagai bangunan cagar 
budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang cagar 
budaya. 

13. Bangunan Gedung Fungsl Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah 
Bangunan Gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan 
keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena 
penyelenggaraannya dapat membahayakao masyarakat disekitarnya dan/atau 
mempunyai risiko bahaya tinggi. 

14. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan 
Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah 
dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran 
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah 

dan/ atau perolehan lainnya yang sah, 
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disingkat DPMP'l'SP adalah perangkat daerab yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang penanaman modal dan pe.layanan terpadu satu pintu 
daerah, 
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16. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahancli bidang Bangunan Gedung. 

17. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang 

mengatur batasan lahan yang tidak boleh clilewati dengan bangunan yang 

membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang maupun samping. 

18. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalab angka 
maksimal jumlab lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan. 

19. Klasifikaai Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung 
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan 
teknisnya. 

20. Laik Pungsi adalah adalab suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi 
persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung 
yang ditetapkan. 

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang mcrupakan. batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa. dan perizinan tertentu 
dariPemerintah Daerah yang bersangkutan. 

22. Merobohkan Bangunan adalab meniadakan sebagian atau seluruh bagian 
bangunan tertentu ditinjau dari segi fungsi dan konstruksi. 

23. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan menarnbah bentuk dan fungsi 
bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan 

dengan pekerjaan mengadakan bangunan. 
24. Persetujuan Bangunan Qedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah 

perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk 

rnernbangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat 
Bangunan Gedung.sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 

25. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF 
adalah sertifikat yang diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk menyatakan 
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 

26. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan 
Gedung. 

27. Surat Tagiban Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan atau sanksi adminisrrasi berupa bunga atau denda. 

28. Surat Ketetapan Retribusi Daer-ah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD 
adalah surat keputusan yang menentu.kan besarnya jumlab retribusi yang 

terutang. 



5 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 

dengan SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

30. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta Perneliharaan 

Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengernbalikan keandalan 

bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan 

menurut periode yang dikehendaki. 

31. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan. Bangunan 

Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan 

pemeliharaan, perawatan dan pomcriksaan secara ber:kala. 

32. Pembongkaran adalab kegiatan rnembongkar atau merobohkan seluruh atau 

sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana 

dan sarananya, 

33. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta 
prasarana dan sarananya agar selalu lai.k fungsi. 

34. Pemeri.ksaan adalab serangkaian kegiatan untuk mencari, mcngurnpulkan dan 
mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalarn rangka pengawasan 
kepatuhan hukum dari subjek retribusi daerah. 

35. Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau 
sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau 
prasarana dan sarananya dalam renggang waktu tertentu guna menyatakan 
kelaikan fungsi Bangunan Gedung .. 

36. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, 
badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah 
sebagai Pem.illk Bangunan Ged.ung. 

37. Pemugaran bangunan gedung yang dilestarikan adalah kegiatan 
memperbaiki/memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya. 

38. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan data suatu Bangunan Gedung oleh 
Pemerintah Pusat atau Pernerintah Daerah yang dilakukan secara bersama 
dengan proses PBG, proses SLF dan pernbongkaran Bangunan Gedung, serta 
mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung yang telah ada. 

39. Pengelola adalah unit organisasi atau badan usaha yang bertanggung jawab 
atas kegiatan operasional Bangunan Gedung, pelaksanaan pengoperasian dan 
perawatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan 
efektif, 
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40. Pengelola Teknis adalah Tenaga Teknis Kementerian dan/atau Organisasi 

Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pernbinaan BGN, yang 

ditugaskan untuk membantu Kementerian/Lembaga dan/atau organisasi 

perangkat daerah dalam pembangunan BON. 
41. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah 

pemilik dan/atau bukan pernilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, 

yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian 

Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. 
42. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang 

perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah 
Pusat atau Pernerintah Daerah sesuai dcngan kewenangannya untuk 
melakukan inspeksi terhada_p Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

43. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pernberi layanan jasa konstruksi. 
44. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbadan hukum .maupun tidal< berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat 
kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk 

meJaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung. 
45. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang 

meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan 
pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran. 

46. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selaniutnya disebut 
Penyelenggaraan BGN adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan 
teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan Pemanfaatan, Pelestarian 
dan Pembongkaran pada BGN. 

47. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olek Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, unruk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana 
Pelanggarau Peraturan Daerah ini serta menentukan. tersangkanya. 

48. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 
Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan 
sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi. 

49. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut 

Persetujuan pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh 
pemerintah Daerah Kabupaten/Koca kepada pemilik untuk mernbongkar 

Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis, 

50. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan. di 

dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukuog pemenuhan 
terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung, 



7 

51. Profesi Ahli adalah seseorang yang telah memenuhi standar kompeterrsi dan 
ditetapkan oleh le.mbagayang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat. 

52. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diaingkat RTRW Kota adalah 

basil perencanaan tata ruang wilayah Kota yang telah clitetapkan dengan 
Peraruran, Daerah. 

53. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana 
secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayab Kabupacen/Kota yang dilengkapi 
dengan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. 

54. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL 
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan 
pemanfaatan ruarrg yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan 
dan Jingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian. pelaksanaan. 

55. Retribusi Daerah yan.-g selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleb Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau Badan. 

56. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna rnelindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 
57. Sekretariat 1'PA, TPT dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah 

tim atau porseorangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis untuk 
mengelola peJaksanaan tugas TPA, TPT dan Penilik. 

58. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK 
adalah bagian dad ststem rnanajemen pelaksanaan pekerjaan konstru ksi 
dalam, rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. 

59. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
SIMBO adalah sistem elektronik berbaeis web yang digunakan untuk 
melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB dan Pendataan 
Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung. 

60. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktivitas organisaei, bagaimana dan kapan harus dilakukan, 
dimana dan oleh siapa dilakukan. 
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(1) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Paeal 2 huruf a 
merupakan ketetapan pemenuban Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata 
bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Fungsi Bangunan Gedung 

Paragraf 1 
Umum 

Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan: 
a. fungsi Bangunan Oedung; dan 
b. klasi.fikasi Bangunan Gedung. 

Pasal 2 

BAB II 
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Ke-tu 
Umum 

intelijen. 
63. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adarah tim yang terdiri atas 

profesi abli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Rota untuk 
memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

64. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk 
oleh Pemerintab Daerah Kabupateri/ Kota yang terdiri atas instansi terkait 

penyelenggara Bangunan Gedung untuk memherikan pertimbangan teknis 
dalam proses penilaian doku.men rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB 
berupa n,mab tinggal tunggaJ l (satu.) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 

(tujuh puluh dua meter persegi] dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) Iantai 
dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan. puluh meter persegi) serta 
pemeriksaan dokumen permohonan SL!? perpanjangan. 

65. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi 

untuk rnemperoleh PBG. 

62. Tenaga Ahli Fungsi Khusus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian 

spesifik dibidang nuklir, persenjataan, keamanan nasional, forensik atau • 
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(1) Bangunan Gedung sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan 

berdasarkan: 
a. tingkat kompleksitas; 
b. tingkat permanensi; 
c. tingkat risiko bahaya kebakaran; 
d.lokasi; 
e. ketinggian Bangunan Gedung; 
I. kepernilikan Bangunan Gedung; dan 
g. .klas bangunan. 

(2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a meliputi Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung tidak 
sederhana dan Bangunan Gedung khusus. 

(3) Klasi.fikasi berdasarkan tingkat perrnanensi sebagaimana dirnaksud pada ayat 

( 1) huruf b meliputi: 
a. Bangunan Gedung perrnanen; dan 
b. Bangunan Gedung nonpermanen. 

(4) Klasilikasi berdasarkan tingkat .risiko bahaya keba.karan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1] huruf c meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko 
kcbakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang dan tingkat risiko kebakaran 
rendah. 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Penetapan Kla!!ifikasl Bangunan Gedung 

Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai ternpat melakukan kegiatan 
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) rnerupakan Bangunan 

Godung yang dibangun dengao tujuan untuk menjalankan kegiatan berusaha. 

Pasal 7 

(1) Bangunan Gedung dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) dan ayat (3) harus didirikan pada Iokasi yang sesuai dengan ketentuan 

RDTR. 
(2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belurn disusun 

dan/ atau belum tersedia maka fungsi Ban gun an Gedung digunakan sesuai 
dengan peruntukan lokasi yang diacur dalam rcncana tata ruang. 

Pasal 6 
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(I) Fungsi Bangunan Gedung scbagaimana dimakeud dalam Pasal 3 ayat (2) dan 
ayat (3) serta .klasifikasi Bangunan Oedung sebagaimana dimaksud dal.am 

Pasal 8 ayat (1) dicanturnkan dalam PBG, SLF dan SBKBG. 
(2) Da:lam hal terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikaei Bangunan Gedung, 

Pernilik wajib mengajukan PBO perubahan. 

Pasal 10 

(1) Penentuan klasifikasi berdasarkan ketentuan klas bangunan sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (l) h uruf g dibagi menjadi: 
a. klas l ; 

b. klas 2; 
c. k.las 3; 

d. klas 4; 

e. klas 5; 
f. klas 6; 
g. kJas 7; 
h. klas 8; 
i. klas 9; dan 
j. klas 10. 

(2) Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental clan sepanjang tidak 
mengakibatkan gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap 
memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya. 

(3) Bangunan Gedung dapat rnemiliki klasifikasi jamak, dalam hal terdapat 
beberapa bagian dari Bangunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara 
terpisah. 

Pasal 9 

(5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

meliputi Bangunan Gedung clilokasi padat, Bangunan Gedung di lokasi sedang, 

dan Bangunan Gedung di lokasi renggang. 
(6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e mellputi Bangunan Gedung super tinggi, Bangunan 
Gedung pencakar langit, Bangunan Gedung bertingkat tinggi, Bangunan 
Gedung bertingkat sedang dan Bangunan Gedung bertingkat rendah, 

(7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f meliputi BON dan Bangunan Gedung selain rnilik negara, 
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Pelak:u Penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi: 

a. Pemilik; 
b. Penyedia Jasa Konstrukei; 
c. TPA; 

d. TP'I'; 

e. Penilik; 

f. Sekretariat; 
g. Pengelola Bangu,nan Gedung; dan 
h. Pengelola Teknis BON. 

Pasal 12 

(1) Setiap orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah yang akan mendirikan 
atau mengubah bangunan wajib memiliki PBG dari Walikota. 

(2) Untuk mendapatkan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon 
harus memperoleh keterangan rencana kota secara elektronik, mengenai: 

a.jenisj'peruntukan bangunan; 
b. luas lantai. bangunan yang diizinkan; 
c.jumlah Iantai/Iapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang 

diizinkan; 
d. garis sempadan yang berlaku; 
e. koefesien dasar bangunan (KDB); 
f. koefesien lantai bangunan (KLB); 

g. ketinggian bangunan gedung (KBG); 

h. koefisien daerah hijau (KDH); 

i. koefisien tapak basemen (KTB); 
j. jaringan Utilitas kota, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air 

minum, jaringan gas, dsb; dan 
k. persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan. rawan, bencana gempa, 

banjir, longsor, darr/atau lokasi yang tercemar, 

Bagian Kesatu 
Ketentuan Perizinan 

BABill 
PENYELENGGARAANPBG 

Pasal 11 
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(1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Daerah untuk 
memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi. 

(2) Dalam hal BGPK, dokumen rencana teknis diajukan kepada Menteri. 
(3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun 

Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi dan/ atau merawat Bangunan Gedung atau 
prasarana Bangunan Gedung. 

(4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum 
pelaksanaan konstruksi. 

(SJ PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses: 
a. konsultasi perencanaan; dan 
b. penerbttan, 

(6) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa dan 
disetujui dalam proses korisultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf a. 

(7) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat {6) meliputi: 

a. pendaftaran; 
b. pemeri.ksaan pemenuhan Standar Teknis; dan 
c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis. 

(8) Konsultasi perencanaan sebagaimana di.maksud pada ayat (5) buruf a 
diselenggarakan tanpa dipungut biaya. 

(9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan oleh 
Pemohon atau Pernilik melalui SlMBG. 

Paaal 14 

Bagian Ketiga 
PBG 

(1) Pengajuan PBG secara manual dan/atau online kepada Walikota oleh pernohon 
melalui.sistcm elektronik. 

(2) Pengajuan PBO sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
Pemberian Kuasa. 

(3) Tata cara pengajuan dan persyaratan PBG selanjutnya diatur dengan 
Peraturan Walikota. 

Pasal 13 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pengajua.n PBG 
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(1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf 
a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis. 

(2) Pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPA atau 

TPT. 
(3) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

terhadap Dangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai 
dengan luas paling banyak 72 m" [tujuh puluh dua meter persegi] dan rurnah 
tinggal tuoggal 2 (dua) Iantai dengan luas lantai paling ban.yak 90 m• (sembilan 

puluh meter persegi]. 
(4) Pemeriksaan oleh TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 
(5) Dalam ha! Bangunan Gedung yang memerlukan pertimbangan aspek adat, 

pemeriksaan. sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat roelibatkan 

masyarakat adat. 
(6) Dalam hal BGCB, TPA melibatkan tenaga ahli cagar budaya, 
(7) Dalam hal BGR, TPA melibatkan tenaga ahli BGH. 
(8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 5 

(lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja. 
(9) Perneriksaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (8) dilakukan pertama kali 

dalam wakru paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran. 

Pasal 15 

(10) ?emohon atau Pernilik sebagairnana dimaksud pada ayat (9) rnenyampaikan 

informasi: 
a data Pemohon atau Pemilik; 
b. data Bangunan Gedung; dan 

c. dokumen rencana teknis. 
(11) Dalam ha! bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan kepada 

pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditambahkan 

dokumen rencana pertelaan, 
(12) Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat untuk memeriksa kelengkapan 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10). 
( 13) Setelah informaet sebagaimana dimaksud pada ayat ( 10) dinyatakan lengkap, 

Selcretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau 

Pemilik melalui SlMBG. 
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(1) Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 ayat (11 dilakukan 

melalui tahap: 
a. pemeriksaan dokurnen renca.na arsitektur; dan. 
b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, rnckanikal, elektrika.1 dan 

perpipaan (plumbing). 
(2) Perneriksaan sebagaimana d.imaksud pada aya.t (1) huruf b dilakukan jika 

perneriksaan sebagaimana dimaksud pada ayal ( I] huruf a dinyatakan bahwa 
dokumen rencana arsitektur tela.h mernenuhi Standar Teknis. 

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dapat melibatkan 
seluruh anggota TPA yang clitugaskan untuk dokumen rencana teknis yang 

bersangkutan. 
(4) Hasil peme.n'ksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi 

dengan perti.mbangan teknis d.ituangkan dalarn berita acara. 
(5) Pertimbangan teknis sebagaimana. dimaksud pada ayat (4) harus bersifa:t 

konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubab dan/atau ditamba.h pa.da. 

pemeriksaan selanjutnya.. 
(6) Berita acara sebagaimana d.imaksud pada a.ya.t (4) diunggah oleh Sekreta.ria.t 

ke dalam S!MBO. 
(7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan perti.mbangan teknis 

sebagaimana d.imaksud pada aya.t (4) diungga.h oleh Pernobon. sebelum jadwa.1 

perneriksaan selanjutnya. 
(8) Serita acara pada perneriksaan terakhir dilengka.pi dengan kesimpulan dari 

TPA. 
(9) Berita acara perneriksaan terakhir seba.gaimana dimaksud pada ayat (8) 

diunggah oleh Sekretariat ke da.la.m SIMBG. 
(10) Kesimpulan sebagairnana d.imaksud pada. ayat (8) berisi: 

a. rekomendasi penerbitan Surat Pernyataan Pernenuhan Standar Teknis; 

atau 
b. rekomendasi pendafla.ran ulang PBG. 

( 111 Reko.mendasi sebagaimana di.maksud pada ayat (10) huruf a diberikan apabila 
dokurnen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis, 

(12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pa.da ayat ( 10) Inrruf b diberikan apabila. 
dokumen rencana teknis tidak mernenuhi Standar Teknis. 

Pasal 16 
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(1) Dalam ha] Bangunan Gedung berupa rurnah tinggal tunggal 1 (satu] lantai 
dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) dan 2 (dual 
lantai dengan luas paling banyak 90 m? [sembilau puluh meter persegi), 
perneriksaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dilakukan dalam 

kurun waktu paling lama 5 (lima) hari kcrja. 
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 

dokurnen rencana teknis. 
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan seluruh 

an~ota TPT yang ditugaskan untuk dokumen. rencana teknis yang 

bersangkutan. 
[4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilengkapi 

dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara. 
(5) Pertimbangan teknis aebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat 

konkret dan kornprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada 

pemeriksaan selanjutnya. 
(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat 

ke dalam SIMBG. 

Pasal 18 

(J) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis diterbitkan oleh Dinas Teknis 
berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l O) 

huruf a. 
(2) Dalam hal TPA memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

16 ayat {10) huruf b maka Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis tidak 
dapat diterbitkan dan pemohon harus mendaftar ulang kembali. 

(3) Dalam hal pemohon harus menda:ftar ulang kernbali sebagaimana dimakaud 
pada ayat (2), pemohon menyarnpaikan perbaikan dokumen rencana teknis 
dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya. 

(4) Dalam hal pemohon mendaftar ulang kembali sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi 

sebelumnya. 
(5) Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknls sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan 

teknis U11tUk retribusi. 

Pasal 17 
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[I] Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis di:terbitkan oleh Oinas Teknis 
berdasarkan rekomendasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat (lO) 

hurufa. 
(2) Dalam ha! TPT rnemberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 ayat (10) huruf a maka Surat Pernyataan Pernenuhan Standar Teknis tidak 
dapat diterbitkan dan pemohon harus mendaftar ulang kembali. 

(3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis 

dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya. 
(4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (3) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi 

sebelumnya. 
(5) Surat Pernyataan Pernenuhan ·Standar Tekriis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan 

teknis untuk retribust. 

Pasal 19 

b. rekomendasi pendaftaran 'ulang PBG. 
(11) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hurufadiberikan apabila 

dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis. 
(12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 0) huruf b diberikan apabila 

dokumen rencana teknis tidak rnemenuhi. Standar 'l'eknis. 

(7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan. teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) cliunggah oleh pemohon sebelum jadwal 

pemeriksaan sclanjutnya. 
(8) Serita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari 

TPT. 
(9) Betita acara perneriksaan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG. 
(10) Kesimpulan. sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi: 

a. rekomendasi penerbitan Surat Pemyataan Pernenuhan Standar Teknis; 

a tau 
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( 1) Pelayanan penataueahaan PBG meliputi: 
a. pembuatan duplikat dokumen PBG yang dilegalisasi sebagai pengganti 

dokurnen PBG yang hilang atau rusak, dengan melampirkan fotokopi PBG 
dan surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang untuk dilakukan 

pengecekan arsip PBG; dan 
b. permohonan PBG untuk Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan 

belum memiliki PDG. 

PasaJ 21 

(1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b 

meliputi: 
a. penetapan nilai retribusi daerah; 
b. pembayaran retribusi daerab; dan 
c. penerbitan PBG. 

(2) Penetapan nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk .retribusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan, Pasal 19 ayat (5). 

(3) Nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
berdasarkan indeks terintcgrasi dan harga. satuan retribusi. 

(4) lndeks terintegrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) ditentukan 
berdasark:an fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. 

(5) Harga satuan retribusi scbagaimana di.maksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 

Pemerintab Daerab Kabupaten/Kota. 
(6) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada a:yat (l] huruf b dilakukan 

oleh Pemohon setelab ditetapka:n nilai retribusi daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 
(7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dilakukan 

setelah DPMPTSP mendapatkan bukti pcmbayaran retribusi sebagairnana 

dimaksud pada ayat (6). 
(8) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayar (7) dilakukan oleh 

DPMPTSP. 
(9) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) rneliputi: 

a. dokurnen P13G; dan 
b. lampiran dokumen PBG. 

Pasal 20 
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(1) Pelaksanaan pekerjaan Bangunan Oedung harus dilaksanakan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan dalam dokumen PBG. 

(2) Pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilaksanakan setelab terbitnya PBG. 

(3) Terhadap pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung di lokasi tertentu, 
Pemegang PBG diwajibkan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan 
dengan pagar pengaman yang rapat. 

(4) Apabila dalam Pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung terdapat kegiatan 
yang akan berdampak pada timbulnya kerusakan terhadap fasilitas umum dan 
sarana pendukungnya, pem.ilik. PBG barus mendapatkan persetujuan dari 
instansi yang bertanggungjawab terhadap fasilitas umum tersebut. 

(5} Pemilik PBG bertanggungjawab terhadap kerusakan pada bangunan yang 
berdekatan sebagai akibat dari kegiatan pembaogunan yang dilaksanakan. 

Pasa1 22 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Pekerjaan Persetuju.an Bangunan Gedung 

(2) Lingkup PBG perubahan dilakukan dalam hal terdapat: 

a. perubahan fungsi bangunan; 

b. perubahan lapis bangunan; 

c. perubahan luas bangunan; 

d. perubahan tampak bangunan; 
e. -perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang 

mempengaruhi aspek keselarnatan dan/atau kesehatan; 
L perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau 

berat; 
g. perlindungan dan/atau pengembangan BGCB; atau 
h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan 
tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat. 

(3) PBG pcrubahan tidak dipcrlukan untulc 
a. pekerjaan pemeliharaan; dan 
h. pekerjaan perawatan. 

(4) Dalam hal permohonan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat [I] huruf b, 

proses penerbttannya bersa.maan dengan penerbitan SLF' untuk Bangunan 
Gedung yang sudah ada. 
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(1) Bangunan Gedung dapat dibongkar apabila: 
a. tidak Iaik tungsi dan tidak dapat diperbaiki sehrngga peruanfaatarmya dapat 

menimbulkan bahaya bagi lingkungannya; 

b. tidak rnemiliki PBG; dan 
c. tidak sesuai dengan PBG yang diberikan. 

(2) Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib dan 
mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingk.ungannya. 

(3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus 
sesuai dengan ketetapan perincah pembongkaran atau persetujuan 

pembongkaran oleh Pemerintah Daerah. 
(4) Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran, 

pelaksanaan pembongkaran dan pengawasan pembongkaran bangunan 
gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran 
secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetabuan dan teknologi, 

Pasal 24 

Bagian Kelbna 
Pembongka.ran Bangunan Gedung 

(1) Selama pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung herlangsung, clilarang 
menempatkan bahan bangunan serta melakukan pekerjaan lainnya di atas 

jalan, bahu ja.lan maupun diatas trotoar. 
(2) Selama pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung dilakukan, pemilik PBG 

wajib rnenyiapkan salinan PBG beserta gambar PBG di lokasi pekerjaan untuk 

kepen.tingan pemeriksaan. 
(3) Dinas Teknis dan/atau OPD te.rkait berwenang untuk: 

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung 

setiap saat pada jam kerja; 
b. memeriksa apakah pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung sudah 

dilakukan sesuai dengan syarat teknis yang tercantum dalarn PBG; dan 
c. memerintahkari pemindahan/pembuangan material pelaksanaan pekerjaan 

Bangunan Gedung yang tidak rnernenuhi syarat dan alat-alat yang dianggap 

berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan urnum. 

Pallal 23 

(6) Bangunan Gedung maupun sarana dan prasarana yang berada pada 
persimpanganjalan tidak boleh mengganggu penggttnajalan. 

(7) Pagar depau pada Bangunan Gedung yang menghadap jalan harus dibuat 
transparan dengan ketinggian maksimal 1,50 m, agar bangunan dapat terlihat. 



21 

8. perbaikan Bangunan Oedung yang terletak di kawasan cagar budaya. 
(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan clan pekerjaan 

perawatan. 

(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 adalah penerbitan PBG 

danSLF. 
(2) Penerbitan, PBG dan SLF sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan layanan konsultasi peroenuhan standar teknis, penerbitan PBG, 
inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG serta pencetal<an 

plakat SLF. 
(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 

permohonan persetujuan: 
a. pembangunan baru; 
b. hangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau 

SLF; 
c. PBG perubahan untuk: 

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung; 
2. perubaban lapis Bangunan Gedung; 
3. perubahan luas Bangunan Gedung; 
4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 
5. perubaban spesifikasi dan dimensi kornponen pada )3angunan Gedung 

yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan; 
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan 

berat: 
7. perlindu;ngan dan/atau pengernbangan Bangunan Gedung cagar budaya; 

dan 

Dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan 
penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung, 

Pasal25 

BABIV 
NA.MA, OBYEK DAN SUBYEK 

(5) Tata cara/ketentuan penetapan pernbongkaran, pelaksanaan pembongkaran 

dan pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagairnana dimaksud 

pada ayat (4), selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota. 
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(I] Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara 
tingkat pen~aan jasa atas penyedia.an layanan dan harga satuan retribusi 

PBG. 
(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diukur berdasarkan, Cannula yang mence,minkan biaya 

penyelenggaraan penyediaan layanan, 
(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Indeks. Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan 

Gedung;dan 
b. Harga Satuan retribuai Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana 

Bangunan Gedung. 
(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayal (2) terdiri atas formula untuk: 

a. Bangunan Gedung; dan 
b. Prasarana Bangunan Oedung. 

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufa terdiri atas: 

a. Luas Total Lantai; 
b. Indeks Terlntegrasi; dan 

Pasal 29 

BAB VI 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Retribusi PBG digolongkan sebagai retribusi perizin.an tertentu. 

Pasal 28 

BABV 
GOLONGAN RETRIBUSI 

( 1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh 

PBG danSLF. 
(2) Wajib retribusi PBG- yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang 

pribadi atau badan yang diwajibkan untul< melakukan pembayaran retribusi 

PBG. 

Paaal 27 

(5) Dikecualikan obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. penerbitan PBG dan SLF untul< bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah; dan 
b. penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi 

keagamaan J peribadatan, 
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(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekattgus. 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambamya 15 (tima belas) hari seiak 

diterbitkannya SKRD atau dokumcn lain yang dipersamakan. 
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 32 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Penerimaan retribusi PBO disetor ke kas Daerah paling lama 1 X 24 jam. 
(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaima.na dimaksud pada ayat (2) dapat 

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur Iebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota. 

Pasal 31 

BABVm 
PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Tata cara Pemungutan 

( 1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi PBG didasarkan pada 
tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbttan PBO dan 

SLF. 
(2) Bia.ya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF, inspeksi Penilik Bangunan, 
penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari penerbitan 

PBG dan SLF tersebut. 

Pasal 30 

BAB VII 
PRJNSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESAR.NYA TARJF 

c. lndeks Bangunan Gedung Terbangun. 
(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufb terdiri atas: 

a. Volume; 
b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 
c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 
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(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus rnemberi keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan SuratKeputusan Keberatan , 

(2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak, atau rnenambah besarnya Retribusi yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 

dianggap dikabulkan. 

Pasal 35 

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan .keberatan hanya kepada Walikota atau 
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau doku.men lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai 

alasan-alasanyang jelas. 
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapar menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di Iuar 

kekuasaannya. 
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

suatu keadaan yang terjadi di Iuar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 
(5) Pengaj uan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan 

pelaksanaan penagihan retribusi. 

Pasal 34 

Bag.Ian Ketiga 
Keberatan 

(1) Untuk melakukan penagihan, retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD, jika 
wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada 
waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu l (satu) bu Ian. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (11 didahului 

dengan Surat Teguran. 
(3) .Jumlah kurangnya retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif. 
(4) Tata cara penagihan Retribusi selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan 

Walikota. 

Pasal 33 

Bagian Kedua 
Tata Cara Peoagihan 
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(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Wallkota. 

(2) Wali.kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, seiak direrimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harusmemberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pernbayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKDLB harus ditertibkan 
dalam jangka waktu paling lama l ( satu) bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi rnernpunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu _paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pernbayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 
(dua) bulan, Wali.kota mamberikan imbalan uang sebesar 2% (dua persen) atas 
keterl.ambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. 

(71 Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 37 

Bagian Keempat 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

(I) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan unruk paling lama 12 [dua belas) bulan. 

(2) lmbalan bunga sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) ctihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

Pasal 36 
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I PBG Prasarana BG = V x Ix Ibg xHSpbg I 

b. Prasarana Bangunan Oedung 
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung 
berdasarkan Volume (V) dikalikan lndeks Prasarana Bangunan Gedung [I] 
dikalikan Indeks Bangunao Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan 
RetribusiPrasaranaBangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: 

[ PBG = LLt x (Ilo x SHST} x It x lbg I 

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi -PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan 
pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsuttasi untuk: 

a. Bangunan Gedung 
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas 
Total Lantai (LLt) dikalikan lndeks Lokalitas (110) dikalikan Standar Harga 
Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Lndeks Terintegrasi (ft) dikalikan lndeks 
Bangunan Gedung Terbangun (Jbg) atau dengan rumus: 

Pasal 39 

Bagian Keenam 
Struktur dan Besarnya Ta.rif Retribusi 

( 1) \Valil<ota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, 
keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan, pembebasan Retribuai dan/atau angsuran 
pernbayaran retribusi diberil<an dengan, mernperhatikan kernampuan Wajib 

Retribusi. 
(3) Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara, pengurangan, keringanan, 

pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi diatur dalam 

Peraturan Walikota. 

Pasal 38 

Baglan Keli.ma 
Keringanan, Pengurangan d.an Pembebasan Retribusi PBG 



(1) I-Jak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, 
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tertangguh jika: 

a. diterbitkan Surat 1'eguran; atau 
b. ada pengakuan u tang retribusi dari wajib retribuai, baik langsung maupun 

tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 

Teguran tersebut. 
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud, pada ayat 

(2) huruf b adalab apabila wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
rnasih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah, 
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagirnana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengaju-an permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan pennohonan keberatan oleh wajib retribusi. 

Pasal 41 

BAB IX 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 40 
Retribusi PBG dipungut di wila_yah Daerah, 

(3) Struktur dan besaran tarif sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan. ayat (2) 

tercantum dalam lampiran yang merupa.kan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah Int. 

I It = lf x {lbp x Ip) x Fm I 

(2) lndeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung 

berdasarkan Indeks Fungsi (It) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter 
(bp) dikalikan lndeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor .kepernilikan (Fm) atau 

dengan rurnus: 
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(1) Seluruh penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah. 
(2) Pemanfaatan dari rnenerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan 

penerbitan PBG dan SLF. 

Pasal 44 

BAB XI 
INSENTlf" PEMUNGUT 

(1) Wali}cota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji .kepattahan 
pemenuhan kewajiban pcrpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam 
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan 

Retribusi. 
(2) Wajib 'Pajak atau Wajib Retribusi yang diperlksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokurnen yang 
menjadi dasarnya clan dokumen Jain yang berhubungan dengan objek Pajak 

atau objek Retribusi yang terutang; 
b. memberikan kesempatan untuk memasuki ternpat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

dan/atau 
c. rnemberikan keterangan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dan Retribusi 

diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 43 

BABX 
PENlNJAUAN TARIF PBO 

( 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, lagi karena hak untuk 
melalrukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 42 
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(1) Dalam hal wajib retribusi PBG tidak membayar tepat pada waktunya atau 
kurang rnembayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 20/c, 
(dua persen] setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagi.h dengan menggunakan STRD. 

(2) Setiap Pemilik, Pengelola, Pengguna, Penillk, Penyedia Jasa Konstruksi, 
Pengkaji Teknis, Profesi Ahli, TPA, dan/atau 'J'PT yang melanggar .ketentuan 
penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat dikenai sanksi administratif, 

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan: 

l. pembangunan; 
2. pemanfaatan; dan 
3. pernbongkaran; 

c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan: 
a. tahapan pembangunan: 
b. pemanfaatan; dan 
c. pembongkaran. 

d. pembekuan: 
l. PBG; 
2.SLF;dan 

3. persetujuan pembongkaran; 
e. pencabutan: 

1. PBO; 

2. SLP; dan 

Pasal 47 

BAB XII 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Tata cara pemanfaatan, retribusi dan insentif pernungutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 dan Pasal 4 2 diatur lebih lanj ut dengan Peraturan W a1ikota. 

Pasal 46 

(1) Instansi yang rnelaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentifatas 
dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 45 
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(1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemeri.ntah Daerab diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, 
sebagaimana dimaksud dalarn K.itab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu dilingkungan Pernerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. rnenerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkcnaan dengan tiodak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan rnengenai orang pribadi 

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan ti.ndak pidana retribusi; 
c. merninta .keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 

sehubungan dcngan tindak pi.dana dibidang Retribuai; 
d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak 

pidana dibidang retribusi; 
e. melakukan penggeledahan untuk rnendapatkan bahan buk:ti pembukuan, 

pencatatan dan dokurnen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 

buk:ti tersebut; 

Pasal 48 

BABXlll 
PENYIDIKAN 

3. persetujuan pembongkaran; 
f. penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan; 

g. dikeluarkan dari basis data TPA; 
h. penghentian sernentara atau tetap pada pckerjaan pelaksanaan 

pembangunan; 
i. diusulkan untuk mendapat sanksi dari. asosiasi profesi atau pergurLtan 

tinggi tempat bernaung; 
j. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; 
k. penghentian pernberian tugas sebagai Penilik; dan/atau 
I. penghentian tugas sehagai Penilik. 

(4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 



31 

(1) Bangunan Gedung yang didirikan, diubah dan/atau diperbaiki berdasarkan 
ketentuan izin mendirlkan bangunan yang diterbitkan sebelurn berlakunya 

Peraturan Daerah ini dianggap tel ah mendapatkan P)3G. 
(2) Pemilik Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini 

telah mendirikan/mengubah/memperbaiki Bangunan Gedung tanpa izin, 

harus mengajukan permohonan PBG berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
(3) Bangunan Gedun.g yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Dacra.h ini 

sedang dalam proses pendirian harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Daerah ini, 

Pasal 50 

BAB XV 
KETE;liTUAN PERALIHAN 

Wajib retrilmsi yang tidak melakeanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 
atau de.nda paling banyak 3 [tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak 

atau kurang dibayar. 

Pasal 49 

BAB XIV 
KETENTUA:N PIDANA 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi; 
g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang rneninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriks.a 

identitasorang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa; 
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; 
1. memanggil orang untuk didengar keteranganoya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
j. menghentikan penyidikan; dan/ atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 

Undangan; 
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyaropaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
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NO REG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR .. fJ( (tfO( ~t 

4 
'• 

3 
2 
1 

Ditetapkan di Kendari 
pad al . ?;o _ ,,_ - 2021 

"" 
PARAF ~~CORDINASI 

Peraturan Daerah ini .mulai berlaku pada tanggal. diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannnya dalarn Lembaran Daerah Kota Kendari, 

P.asal 52 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor l Tahun 2013 tentang Retribusi lzin MenclirikaP Bangunan dalam 
Wilayah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
(2) Semua peraturari pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor I 

Tahun 2013 ccntang Retribusi Izin Mend.i.dkan Bangunan dalam Wilayah Kota 
Kendari {Lembaran Daerab Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l J dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan kctentuan dalam Peraturan Daerah. .i.ni. 

Pasal 51 

BABXVI 
K.ETENTUAN PENUTUP 
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Bangunan Gedung sebagai tempal manusia mela.kukan kegiatannya, 
rnempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, Penyelenggaraan 
Bangunan Oedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan 
peningkatan keb.idupan serta pengb.idupan masyarakat, sekaligus untuk 
mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, 
dan selaras dengan lingkungannya. 

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan 
ruang, Oleh karena itu, pengaturan, Bangunan Gedung tetap mengacu pada 
pengaturan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 
Untuk menjamin .kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, setiap Bangunan Ged1.1,11g harus memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung, 

-Peraturan Daerah .ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih Janjut 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahtrn 2002 tentang Bangunan 
Gedung eebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tabun 
2020 tentang cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tenta.ng Bangunan Gedung, baik dalam -pemenuhan persyaratan yang 
diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, rnaupun dalam 
pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

Peraturan Daerah Ini bertujuan untuk mewujudkan Pcnyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, 
agar terwujud Bangunan Oedung yang fungsional, andal, yang menjamin 
kcselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi 
dan selaras dengan Iingkungannya. 

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan, pelaksanaan tentang fungsi 
Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, peran masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan 
Oedung dan pembinaan dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini 
dirnaksudkan agar Bangunan Gedung yang akan didirikan dari awal telah 
ditetapkan fungsinya, sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan 
Gedung dapat memenub.i Standar Teknis Bangunan Gedungnya dengan efekti:f 
dan efisien, sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan 
harus diikuti dengan perubahan Standar'Teknis. Di samping itu, agar 
pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan Oedung lebib efektif 
dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasi:fikasikan berdasarkan 
tingkat kompleksitas, tingkat permancnsi, tingkat risiko bahaya kebakaran, 
Iokasi, ketinggian, kepemilikan dan/atau klas bangunan. 

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai salah satu sumber 
pendapatan asli daerah diberikan kepada masyarakat dengan pelayanan 
pemrosesan dan pernberian Persetujuan Bangunan Gcdung yang transparan, 
adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabel, efisien dan efektif, serta 
profeaional, sebagai wujud pelayanan prima ya1,1.g harus diberikan olch 
Pemerintah Daerab. 

I, UMUM 

PENJELASAN 

RANCANGAN PERATURAN DA,gRAH KOTA KENDARI 

NOMOR ... TAHUN ... 

TENTANG 

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 



Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Oedung dalam 
Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci 
persyarata.n administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan 
Gedung, bai.k dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan 
Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Oedung 
yang diclirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemecintah Daerah dalam 
bentuk Bangunan Gedung. 

Bagi Pemerintah Daerab sendiri, dengan diketahuinya persyaratan 
administratif Bangunan Gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang akan 
mendirikan atau memanfaatkan Bangunan Gedungvrnenjadi suatu kemudahan 
dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan tata Pemerintahan yang baik. 

Pengaturan persyaratan teknis dalarn Peraturan Dae.rah ini mengatur 
lebih lanjut persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan Bangunan 
Gedung, agar Masyarakat dalam mendirikin Bangunan Gedung mengetahui 
secara jelas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga 
Bangunan Gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan 
lingkungannya, dapat dltempati secara aman, sehat, nyaman dan aksesibel, 
sehingga secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya 
Bangunan Oedung yang fungsional, layak huni, berjati diri dan produktif, serta 
serasi dan selaras dengan Iingkungannya. 

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi 
dan klasifikasinya, maka, dibarapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan 
Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga. pengguna bangunan dapat hidup 
lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah yang akhirnya dapat Iebih 
baik dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bemegara. 

Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, 
keselarnatan, keseimbangan, keserasian Bangunan Gedung dan Jingkungannya 
bag! Masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkiadilan. Oleh karena itu, 
Masyarakat diupayakan un tuk terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif 
dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan 
Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam 
meningkatkan pemenuhan persyarat.an Bangunan Gedung dan tertib 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya. 

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai 
ketentuan dasar pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
dalam melakukan pembinaan Penyelenggaraao Bangunan Gedung dengan 
berlandaskan prinsip-prinsip tata Pemerintahan yang baik. Pembinaan 
dilakukan untuk Pemilik Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, 
Penyedia Jasa Konstruksi, roaupun Masyarakat yang berkepentingan dengan 
tujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan 
Gedung yang mernenuhi persyaratan administratif dan teknis, serta yang 
dilaksanakan dengan penguatan kapasitas penyelenggara Bangunan Gedung. 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung tidak terlepas dari, peran Penyedia 
Jasa Konstruksi bai.k sebagai perencana, pelaksana, pengawas atau 
manajemen konstruksi maupun jasa-iasa pengembangannya, termasuk 
penyedia jasa Pengkaji Teknis Banguoan Gedung dan pela.ksanaannya juga 
berdasatkan perahttan Perundang-undangan di bida,ngjasakonstruksi. 

Penegakan h ukum menjadi bagiao yang penting dalam upaya rneliodungi 
kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan 
kewajibannya dalam penyelenggara;;m Bangunan Gedu.ng. Penegakan dan 
penerapan Sanksi Admi.J-ristratif pe.rlu dimasyara.katkan dan diterapl.<an secara 
bert.ahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan letap 
mempertimbangkan keadilan dan ketentuan Perundang-undangan lain. 

Mengenai sanksi pidana, tata cara pengenaan sanksi pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksana.kan dengan tetap mengikuti 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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Ayat (1) 
Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasihkasian lebih 
lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam pembangunan 
dan pernanfaatan Baugunan Geduug dapat Iebih tajam dalam 
penetapan persyaratan administratif dan teknisnya yang harus 
diterapkan. 
Dengan ditetapkannya fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung 
yang akan dibangun, maka pernenuhan persyaratan 
administratif dan teknisnya dapat lebih efektif. dan efisien. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
a. Klasiflkasi Bangunan Gedung permanen adaJah Bangunan 

Gedung yang rencana penggunaannya lebih dari 5 (lima) 
tahun. 

b. Klasiflkasi Dangunan Gedung nonpermanen adalah Bangunan 
Gedung yang rencana penggunaannya sampai dengan 5 (lima) 
tahun. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Klasifikasi berdasark:an lok:asi meliputi: 
a. Iokasi padat; lokasi padat pada urnurrmya lokasi yang terletak 

di daerah perdagangan Zpusat kota dan/at.au kawasan dengan 
KDB lebih dari 60% [enam puluh persen]. 

b. lokasi sedang; Iokasi sed.ang pada umumnya terletak di daerah 
permukiman dan/atau kawasan dengan KDB antara 40% 
(empat puluh persen) hingga 60°/o (enam puluh persen). 

c. lokasi renggang; Iokasi renggang pada umumnya terletak pada 
daerah pinggiran lluar k:ota atau. daerah yang berfungsi 
sebagai resapan dae /atau kawasan dengan KDB 40% (empat 
puluh persen) atau di bawahnya. 

Ayat(6) 
Klasifikasi berdasarkan, ketinggian. rneliputi: 
a. bangunan super tinggi adalah Bangunan Gedung dengan 

jumlab lantai bangunan di atas 100 (seratus) lantai. 
b. bangunan pencakar langit adalah Bangunan Gedung dengan 

jumlah lantai 40 (empat puluh) sarnpai 100 (seratusl lantai. 

n. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1. 
Cukup jelas. 

Pasal 2. 
Cukup jelas. 

Pasal 3. 
Cukup jelas. 

Pasal 4. 
Cukup jelas. 

Pasal 5. 
Cukup jelas. 

Pasal 6. 
Cukup jelas. 

Pasal 7. 
Cukup jelas. 

Pasal 8. 
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Ayat (1) 
Klas Bangunan adalab pembagian bangunan atau bagian 
bangunan sesuai dengan jenis peruntukan atau :penggunaan 
bangunan. 
Berdasarkan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/PRT/M/2008 diklasifikasikan sesuai dengan jenis 
peruntukan atau penggunaan bangunan gedung. Klas bangunan 
sebagai berikut: 
hurufa 

Klas J (satu) merupakan Bangunan Gedung human biasa. 
buru.f b 

Klas 2 (dua) merupakan Bangunan Gedung hunian, terdiri 
atas 2 atau lebih unit hunian. yang masing-rnaslng 
merupakan tempat tinggal terpisah, 

huruf c 
Klas 3 (tiga) merupakan Bangunan Gcdu.ng hunian di luar 
bangunan gedung kelas L atau kelas 2, yang umum 
ctigunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementara oleh 
sejumlah orang yang tidak berhubungan 

huruf d 
Klas 4 (ernpat] merupakan Bangunan Gedung hunian 
campuran. Tempat tinggal yang berada di dalam suatu 
Bangunan Gedung kelas 5, 6, 7, 8 atau 9 dan mcrupakan 
tcrnpat tinggal yang ada dalam Bangunan Gedung tersebut. 

hurufe 
Klas 5 (Hrna) merupakan Bangunan Gedung kantor. 
Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan 
usaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha 
komersial, di luar Bangunan Gedung klas 6, 7, 8 atau 9. 

huruff 
Klas 6 (enam) rnerupakan Bangunan Gedung perdagangan, 
Bangunan Oedung toko atau Bangunan Gedung lain yang 
dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara 
eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada 
masyarakal 

huruf g 
Klas 7 (tujuh) merupakan Bangunan Gedung penyiinpanan/ 
Gudang. Bangunan Gedung yang dipergunakan untuk 
penyimpanan termasuk tempat parkir dan gudang. 

huruf h, 
Klas 8 (delapan] merupakan Bangunan Gedung 
Laboratoriuru/ Indtrstriy Pabrik. Bangunan Gedung 
laboratorium dan Bangunan Oedung yang dipergunakan 
untuk tempat pernrosesan suatu produk, perakitan, 
perubahan, perbaikan, pangepakan, finishing, atau 
pembersihan barang-barang produksi dalam rangka 
perdagangan atau penjualan. 

c. bangunan bertingkat tinggi adalah Bangunan Gedung dengan 
jumlah lantai bangunan lebih dari 8 (delapan) 1antai; 

a. bangunan bertingkat sedang adalah Bangunan Gedung 
dengan jumlah lantai bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) 
lantai; 

e. bangunan bertingkat rendah adalah Bangunan Gedung 
dengan jumlab lantai banguoan sampai dengan 4 (empat) 
Iantai. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Pasal9. 
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Cukup jelas. 
Pasal 12. 

Pasal 10. 
Cukup jelas, 

Pasal 11. 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat(2) 

hurufa 
Cukup jelas. 

hurufb 
Cukup jelas. 

hurufc 
Cukup jelas. 

huruf d 
Cukup jelas. 

hurufe 
Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB 
adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara 
luas- seluruh lantai daear Bangunan Gedung terhadap luas 
lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KR.K. 

huruff 
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB 
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan 
atau daerah perencanaan sesuai KRK. 

hurufg 
Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Ba:ngunan 
Gedung yang diperkenankan. 

huruf h 
Koefisien Daerah, Hijau yang selanjutnya disingkat KDH 
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 
ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang 
diperuntukkan bagi pertamanau/penghiiauan terhadap luas 
lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. 

huruf i 
Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTD 
adalah angka persentase berdasarkan perbanclingan antara 
luas tapak basemen terhadap luas 1ahan perpetakan atau 
daerah perencanaan sesuai KRK. 

hurufj 
Cukup jelas. 

nurufk 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

huruf i 
Klas 9 [sembilan] merupakan Bangunan Oedung umum. 
Bangunan Gedung yang dipergunakan urrtuk melayani 
kebutuhan masyarakat umum. 

hurufj 
Klas 10 (sepuluh) merupakan Bangunan Gedung atau 
struktur yang bukan hunian. 
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Cukup jelas. 
Pasal 16. 

Cukup jelas. 
Pasal 17. 

Cukup jelas. 
Pasal 1.8. 

Cukup jelas. 
Pasal 19. 

Cukup jelas. 
Pasal 20_ 

Cukup jelas. 
Pasal 21. 

Cukup jelas. 
Pasal 22. 

Cukup jelas. 
Pasal 23. 

Cukup jelas. 
Pasal 24. 

Cukup jelas. 
Pasal 25. 

Cukup jelas. 
Pasa.126. 

Cukup jelas. 
Pasal 27. 

Pasal 15. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (SJ 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup [elas. 

Ayat. (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Ayat (9) 
Cuk:u.p jelas. 

Ayat ( 10) 
Cukup jelas, 

Ayat(ll) 
Dokurnen rencana pertelaan adalah dokumen 
deskripsij'garnbaran secara umum tentang Ba.ngunan Gedung. 

Ayat (12) 
Cukup jelas, 

Ayat (13) 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Pasal 14. 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 13. 
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Pasal 48. Cukup jelas 

Pasal 49. Cukup jelas 

Pasal 50. Cu.kup jelas 

Pasal 51. Cukup jelas 

Pasal 52 Cukup Jelas 

Cukup jelas 

Pasal45. 

Pasa146. 

Pasal 47. 

Cukupjelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukupjelas 

Cukupjelas 

Pasal 43. 

Pasal 44, 

Pasal 38. 
Cukupjelas 

Pasal 39. 
Cukupjelas 

Pasal 40. 
Cukupjelas 

Pasal 41. 
Cukup jelas 

Pasal 42 
Cukupjelas 

Pasal 33. 
Cukupjelas 

Pasal 34. 
Cukupjelas 

Pasal 35, 
Cukupjelas 

Pasal 36. 
Cukupjelas 

Pasal 37, 
Cukup jelas 

Pasal 28. 
Cukup jelas 

Pasal 29. 
Cukupjelas 

Pasal 30. 
Cukupjelas 

Pasal 31. 
Cukup jelas 

Pasal 32. 
Cukup jelas 
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Lampiran ill 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRlBUSI PEG 

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHS'I) 

BANOONAN GEDUNG DAN HARGA SATUAN 

RETRIBLfSI Pl<ASARANA B~GUNAN GEDUNG 

CONTOH PERHlTUNOAN _NILAJ RETRIBUS1 

Lampiranl 
Lampiran TI 

DAFTAR LAMPIRAN 
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Indeks Bobot Iudeks 
P'ut\gsi E'untsi Klasifl.kasi Pan.meter Parameter Panune\er 

IIfl n.nl Un} 

Usalla. 0,7 Kompleksitas 0,3 a .Scderhana 1 

b. Tidak Scdcrhana 2 

usahe (UMKM- 0,5 Permanensi 0,2 a. Nou Permanen 1 

Prototipe] u. Permancn 2 

Hunian Ketingglan O,lS *) Mengikuti Tabel •) 11!:engi.kutl 

a. < I 00 rn" dan 0,15 Koefisien Jumlah Tabel 
Lantai Koefisien 

< 2 Lamai Jum.lah 

b. > 1.00 m• dan 0,17 
Lantai 

> 2 Lantat 

Kcagamaan 0 
l•'ungsi Khusus 1 

Sosial Budaya 0,3 Faktor Kepernillkan [Fm] a. Negara 0 

Ganda./ Campuran b. Perorangan/ 1 

a. <500 m• dan 0,6 Sadan usaha 

< 2 Lantai 
b. >500 m• dan 0,8 

> 2 Lantal 

Tabel 1. Indeks Fungsi 

: Luas Total Lantai 
: Standar Harga Satuan Tertinggi 
: Indeks Lokalitas, yang rnerupakan persentase pengali terhadap 
SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah. Daerah, dengan nilai paling 
tinggi 0,5°/o 

: Indeks Terintegrasi 
: lndeks BG Terbangun 
: Luas Lantai ke- 1 
: Luas Basement ke-1 
: Indeks Fungsi 
: Bobet Parameter 
: lndeks Parameter 
: Faktor Kepemilikan 

It 
lbg 
LLi 
LBi 
[f 
bp 
Ip 
Fm 

LLt 
SHST 
no 

Keterangan : 

I PBG = LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg I 
LLt : L (LLl + LBi) 

It : lfx L (bp + Ip) x Fm 

Rumus Perhitungan Retribusi PBG : 

STRCTI<TUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG 

LAMPlR.AN I PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 
NOMOR 
TANGGAL : 
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Jumlah Lantai 
Koefisiell Jumlah Lantai 

Koefislen 
J11mlab Lantai Jumlah Lalltai 

Basement 3 Lanis e In\ 1 "93 + Q,1 (nl 31 l.686 
Basemcnt3 1,393 32 l,695 

- Basement 2 !,2_99 :p 1,7,94 
Basement 1 i. 197 34 1,713 

I l 35 1,722 
2 1.090 36 1.730 
3 1,120 37 1.738 
4 1,135 38 1 746 
5 1.16'.2 39 1,754 
6 1, 197 40 l,761 
7 1.236 41 1,768 
8 1.265 42 1,715 
9 1,299 43 1,782 

10 l,333 44 1,789 
11 l,364 45 1..795 
12 L,393 46 1.801 
13 l.420 47 I 807 
14 1,445 48 1,813 
15 1,468 49 1,818 
16 1.489 50 l.823 
17 1,508 51 1.828 
18 1.525 52 1,833 
19 1,541 53 1,837 
20 1,556 54 1,841 
21 1,570 55 1,845 
22 1,584 56 1.84'} _ 
23 I 597 57 1853 
24 1 610 58 1,856 
25 1,622 59 1,859 
26 'l,634 60 l,862 
27 l.645 60+{nl l,862•0,003/nl 
28 1.656 
29 1,666 
30 1.676 

Tabel 3. Koefisien Jurnlah Lantai 

Jeois Pemban,gunan Indeka BG Terbangun 

Baogunan Oedung Baru 1 

Rehabilitaei / RenovasiBO : 

a. Sedang 0,45 x 50"/o" 0,225 

b. Berat 0,65 x 50% = 0,325 

Pelestarian / Pemugaran: 
a. Pratama 0,65 x 5001<> = 0,325 

b. Madya 0,45 x 5(l"/o = 0,225 

c. Utama 0 ,30 x 50"1<> = 0, 150 

Tabet 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun 



WALIKOTA KENDARI, 

: Volume 
: Indeks Prasarana Bangunan Gedung 
: lndeks BG Terbangun 
: Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Oedung 

v 
I 
lbg 
HSpbg 

Keterangan : 

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG : 

I PBG Praaarana BG = V x I x Ibg x HSpbg I 

Jenis Pembangunan Prasarana BG Indeks BG Terbangun 

Bangunan Gedung Baru 1 

Rehabilitasi / Rcnovasi BO : 

a. Sedang 0,45 X 5()"/o a 0,225 

b. Bcrot 0,65 x 50% ~ 0,325 

Pelestarian J Pemugaran : 

a. Pratama 0,65 x 50'>/o = 0,325 

b. Madya 0,45 x 50% = 0,225 

c. Utama 0,30 x 50"/o = 0, 150 

Tabel 4. lndeks Prasarana Bangunan Gedung 

Keterangan : 
LLi : Luas Lantai ke-1 
KL : Koefisien .Jumlah Lantai 
LBi : Luas Basement ke-1 
KBi : Koetisien Jumlah Lapis 

[L (LLi x KL)) + r (LBi x KBi) 
a: LLi + L LBi) 

Rumus Koefisien Ketinggian BG : 
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No, Jenis Bangunan/Pra.sarana Bangunan Satuan Harga Satuan 
] 2 3 4 ::, 

l Bangunan Gedung Bangunan Oedung m• Rp 3.600.000,- 

2 Prasaraua Bangunan 
Gedung/ Bangunan Bukan. 
Gcduna 
A Konstruksi a. Pagar Beton m' Rp 12.000.- 

Pcm bat.as/ Pengame n/ 
b. Pagar Terelis m' Rp 10.000,- 

Pagar 
c. Tanggul/Talud/ m' Rp 10.000,- 

Broojong/Pengam 
an Suneai & Kali 

d. Retaining Wall Rp 20.000,- 
e. Turap Batas m' Rp 10.000,- 

KavlinnlPersil 
B KonstruksiPenanda a. Gapura/Oerbang m?· Rp 40.000,- 

Masuk ~- b. Sign Net/Papan m2 Rp 40.000,- 
Naro.a 

c. Point Of m• Rp 40.000,- 
Interest] Land. 
Mark/Pa.tung/ 
Monumen 

c Konstruksi Perkerasan a. Jal.an ni' l<p 15.000,- 
(aspal, beton, grassblock, 
paving block) b. Area Parkir m• Rp 15.000,- 

c. Lspangan Upacara m• 'Rp 15.000,- 

d. Lapangan Olah m• Rp 15.000,- 
Ra.,.a Terbuka 

D Konstruksi Penghubung a. Jembatan m• Rp 40.000,- 

b. .Jembatan m• Rp 40 .. 000,- 
Penyeberangan 
Laut/Pelabuhan. 

c. Hox CUluert ni' Rp '10.000,- 

d. Sky Walk m• Rp 40.000,- 

e. Penghubung m' Rp 40.000,- 
Bawab 
Tamlhl Undema:ss 

f. Penghubung Atas m• Rp 40.000,- 
Jlllan/ Ftyouer 

E Konsrruksri KoJam/ a. Kolam Renang m• Rp 40.000,- 
Reservoir Bawah 
Tanah/Tandon Afr b. Reservoir Bawab m'' Rp 40.000,· 

Tanah/Tandon Air 
c. Scptiotank/Sumur m• Rp 40.000,- 

Resaoan 
d. Bak m• Rp 40.000,- 

Penamnunzan 

STANDAR RARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) BANGUNAN GEDUNG 
DAN HARGA SATUAN RETRTBUSI PRASARANA 'BANGUNAN GEDUNG 

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI 
NOMOR 
TANGGAL : 
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e. Bak Kontrol m? Rp 40.UOO,- 

.F' Konstruksi Menara a. Meriara Antena m' Rp 350.000,- 

-- -- -- 
b. Menara Reservoir m' Rp 350.000,- 

c. Mcnarn Air m' Rp 350.000.- 

cl. Cerobong Asap m' Rp 350.000.- 
-- - 

e. Silo Seton m' Rp 350.000.- 

f. Silo Konst:ruksi m' Rp 350.000.- 
Baia/Besi 

G Kcnstruksi Monumen a. Tugu m• Rp 40.000,- 

b. Pfitung m• Rp 40.000,- 

H Konstruksi a. Instalasi Listrik m• Rp 40.000,- 

lnstalasi/Gnrdu 
b. Inatalasi Telepon/ m• Rp 40.000,- 

Komunikasi 
c. Instalasi m• Rp 40.000,- 

Penaolahan 
I Konstruksi a. Billboard/PApan m2 Np 100.000,- 

Reklame/Papan Nama Iklan I Sinn Net, 
h. Megatron/ m• Rp 150,000,- 

Videotron 
c. Papan Nama m• Rp 100.000,- 

cl. Billboard/Papan m• Rp 300.000,- 
Tklan Jembatan 
Penvcberangan 

J Pondasi Mesin (dlluar a. Genset -m• Rp 40.000,- 

bangunan] t,, MesinAir m• Rp 40.000,- 

K Pekerjaan Drainase a. SaluranAir m' Rp 5.000,- 

b. Salaran Air Pas. m' Rp 10.000,- 
Batu 

c. Saluran Pasangan =' Rp 10.0QO,- 
.Broniono 

d, safuran Ingasi m' Rp 10.000,- 

L Kom,truksi Prasarana a. /\TM m' Rp 40.000,- 
lainnya b. PosJaga m• Rp 40.000,- 

c. Drive thru m" Rp 40.000,- 

d. Box eks Kontainer ro• Rp 40.000,- 

e. BakSampab m~ Rp '10.000,- 

f. Prasaranalainnya m• Rp 40.000,- 
vane s~jenis 

M Konstruksi Lapangaan a. Hlllaman/ m• Rp 15.000,- 
Rumput/RTH Pekarangan 

Rtunah 
m°' 

- 

b. Halaman Kantor I Rp 25.000,- 
Hotel/ Penginapan 
/Rumah Makan/ 
Baogunan 
Komersil Iainnva 
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WALIKOTA KENDARI, PARAF KOORDINASI - NO.\ lt/STA.S,\SI • \Jl.l f :<.ERJA Pl,f<~, 

1 Ii,.$('• pmi,t L Iµ~ ,~ 
2 \c:c,,J.,~. ft(f~ ;;,!Id.. ___ ... _.. .. 

l{W" 
3 l<q l>"I, 1-1~1<- 

4 . - 

No. Jeois Retribusi Nilai Retribusi IRnl Ketezan""'n 
l 2 3 ,, 
1. Rctribusi Administraai - nilai retnbusi dihitung 

(untuk perubahan PBG al.as berdasarkan; 
permintaan pemilik) = 0,5 x nilai retnbusi 

PBG 
2. Retrlbusi Penyedlaan 'Pom1111ir '.l50.000,- per satu penerbitan 

PBG I 

RETRIBUST TAMBAHAN 

No. Jeois Pelavarum Retribusl Nilai Retrlbusi IRnl Ketel'IUltm.n 

L 2 3 4 -- 
1. Pencatakan SLP l 50.000,- per satu penerbttan 

PBG 

2. Dalik Na.ma Surat Bukti 500.000,- per satu -penerbit.an 
Kepemilikan Bangunan Gedung batik nama SBKBG 
ISBKBG\ 

3. Pemeriksaan Ren can a Teknis 3.500.000,- per satu pemeriksaan 
Pembongkaran B1mgunan Oedung dokumen RTB 
@TB) 

HAROA RETRIBUSI LAINNYA 

C, Lapangan Goll m• Rp 35.000.- 

d. J .apangan Sepak ,n• Rp 35.000,- 
Bola 

e. Lapangan Rnmput m• Rp 25.000,- 
lainnva 

N Koristr uksi Bendungim a. Beudungan m' Rp 200.000,- 

b. Waduk/Situ m' Rp 200.000,- 

c. Pintu Air I rigasi m' Hp 200.000, 
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1. FIJNGSI Hl.1NIAN 
lndeks 

ROMAH TINGGAL Fungsi 0,3 x I 0.3 Kornpeksitas : Sederhana 

0,2 x 2,00 0.4 Pcrmanensi :P~anen 

0,5 x 1,00 0.5 1<etlnggian : 1 JantaJ 

0.15 ElbP x Ip] 1.2 Kepernilikan : Perorangan 

Faktor Kepemili.kan [Percrangan] = 
Indeks Te:rintep-asi (It) 

Jt = If "' L (bp >< Ip) x Fm 

" 0.15 x J.2 I 

0.18 

2. FUNGSIKEAGAMAAN 
tndeks 

lllASJID Fungsi 0,3 x 2 = 0.6 Kompc;ksilas : Tidak Sederha.na 

0,2x2,00 = 0.4 Permanensi t Perm.anen 

0,5x 1,090 0.545 Kctinggian : 2 lantai 

0 [(hp it Ip) 1.545 Kepemilikan : Perorangan 

Faktor Kepernilikan (Perorangan) = 1 
lndeks Te:rintegrasi (It) 

It • If Jt r (hp x lp) x.Fm. 
x 

u x 1.545 l 
0 

3. FUNGSI USAHA 
lndeks 

MALLtPERTOKOAN Fungsi 0,3 x 2 = 0.6 Kompeksitas : Tidak.Sederhana 

0,2 x 2,00 0.'1 'f>ermanensi : Penna.nen 

0,5 x L,265 = 0.6325 Ketinggian : 8 lantai 

1 E(bpx lpl 1.6325 Keperonikan : Badan Usah .. 

Faktor Kepemillkan (Perorangan) a l 

lndeb Terinttgr1uli (It) 
It = If " 2. (b..J> x Ipl x Fm 

x 
x 1.6325 I 

l.6325 

CONTOH P.ENRTAPAK 1NOEKS P~RHITUNGAN BESARNYA RETRLBUSI BG 

CONTOH PERHITUNGAN NILAl RETRIBUSI 

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAB KOTA KENDARI 
NOMOR ... 
TANGGAL: 
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JC 
J 1.51i7~ 

x L (bp x Ip) x Pm 

0,3x2 = 0.6 Kompeksitas : Tidak Sederb.ana 

o,:? x 2,00 = 0.4 Permanensl : Permanen 

0,5 x 1,135 = 0.5675 Kctinggian : 4lantai 

Dbpxipl 1.5675 Kepernilikan : Perorangan 

1 

0.7 x 
1.09725 

F'akt.or Kepemilikan (Perorangan] = 

Indeks Terintegrui (It) 
It = If 

0.7 

: Usaha 
:718 m2 
: 4 lantai 
: Kota Kenda,i 
: Prtbadi 
: Rp. 
3.600.000,- 
: Nilai TJaJing tinggi 0,5% 

Gedung R e atoran. 

SHST BG Sederhana 
Indeks Lokalitas 

Fungsl 
Luas Bangunan 
Ketinsgian 
Lokasi 
Kepemilikan 

2. STUDI KASUS GEDUNG RESTORAN BARU 

DATA BANGUNA.N : 

Luas Total Jantai (LU) x (tndeks Lokalitas x SHS1') x .lndeks Terintegrasi (It) x 
lndek.s BG Terbangm1 
• 36 x (0,5% x R . 3.600.000,· x 0,18 x l 

x 
1 l.2 x 

x I (bp -x Ip) x Fm 

1 

0.3 Kompeksitas : Sederhana 

0.4 Permonensi : Pennanen 
0.5 Ketinggian : 1 la:ntai 

1.2 Kepemilikan : Perora:ncan 

0,3 x J. 
0,2 x 2,00 
0,5x l,00 
~(bp x: lpl 

0.15 
0.18 

Cara Perhitungan 

• It 

Faktor Kepemilikan (Peroranganl = 
Indeka Terintegrasi !It) 

0.15 

lndeks Fungsi 

: Hunian 
: 361n2 
: l lantai 
: Kota Kendari 
: Prihadi 
: Rp. 
3.600.00.0,· 
: Nilai paling tinggi 0,5% 

RUMAH TINOGAL 

SHST BG secterhana 
lndeks Lokalltas 

F'u.ngsi 
Luas Bangunan 
Ketinggian 
Lokasi 
Kepemillkan 

i. STUDI KABUS RUMAH TINGGAL TIPE 36 

DATA BANGUNAN : 

CONTOH PERHIT-UNGAN RETRmUsl DENGAl'I STUD! KASUS 



: Volume M x HSpbg x Indeks Prasarana (I) x lndeks BG Terbangun 
= (23,5 x 14) x 7000 x 1 x 1 
= Rp. 2.303.000,- 

Cara Perhirungan 

l 
1 

Indeks Prasarana (Baru) = 
tndeks BG Terbangun (lbg) = 

23,5 rn 
14 m 
Kota Kendari 
Pribadi 
Rp. 7.000/m•, (d.ialas JOO m'I 

Data Prasarana : 
Panjang Kolarn 
Lebar Kolam 
Lokasi 
Kepemilikan 
Harga $atu an Rerribusi 
Prasarana 

b. Prasarana Kolam Renang Baru 

: Volume (V) x HSpbg x lndeks Prasarana (!) x lndeks BG Terbangun 
= 48 x 5000 x l x l 
= Rp. 240.000,- 

Carn Perhirungan, 

l 
1 

lndeks Prasarana (Baru) 5 

lndeks BG 'I'erbangun (Jbg) = 

48m 
Kota Kendari 
Pribadi 
: Rp. 5.000/rn, (MisatJ 

Data Pnsarana : 
Panjang 
Lokas! 
Kepemilikan 
Harga satuan Retribusi 
Prasarana 

a. Prasarana Pagu Rumah Baru 

CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSl DENGAN STUD! KASUS 

: Volume 
: lnd.eks Prasarana Bangunan Oedung 
: lndeks DO Terbangun 
: Harga Sntuan Retrlbusl Prasarana 8angunan Gedung 

Keterangan : 
v 
l 
lbg 
H.Spbg 

V x I x Ibg x HSpbg 

Rumus Perhitungan Rerribusi Prasarana RO= 

PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BG 

: Luas Total lantai (1,lt) x [Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terlntegrasl (lt) x 
lndeks BG Terbangun 

Cara Perhitungan 
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